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ABSTRAK : - bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 16A Undang-Undang Nomor 

8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak 
Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun. 2009, telah diterbitkan Keputusan 
Menteri Keuangan Nomor 563/KMK.03/2003, Peraturan Menteri Keuangan 
Nomor 73/PMK.03/2010, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
85/PMK.03/2012 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Keuangan Nomor 136/PMK.03/2012 dan rangka lebih memudahkan 
pemungutan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak 
Penjualan atas Barang Mewah yang terutang atas penyerahan Barang Kena 
Pajak dan/ atau Jasa Kena Pajak oleh rekanan kepada Badan Usaha tertentu, 
perlu menunjuk Badan Usaha tertentu untuk memungut, menyetor, dan 
melaporkan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak 
Penjualan atas Barang Mewah, dengan Peraturan Menteri Keuangan tersendiri. 
 

  - Dasar Hukum Peraturan ini adalah: 
   UU No. 6 Tahun 1983 (LN Tahun 1983 No. 49, TLN 3262) sebagaimana telah 

beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 16 Tahun 2009 (LN Tahun 2009 
No. 62, TLN 4999); UU No. 8 Tahun 1983 (LN Tahun 1983 No. 51, TLN 3264) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 42 Tahun 2009 
(LN Tahun 2009 No. 150, TLN 5069). 
 

  - Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur: 
   Badan usaha tertentu ditunjuk sebagai pemungut Pajak Pertambahan Nilai atau 

Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.  
Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan 
atas Barang Mewah yang terutang atas penyerahan Barang Kena Pajak 
dan/atau Jasa Kena Pajak oleh rekanan (Pengusaha Kena Pajak yang 
melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak kepada 
badan usaha tertentu) kepada badan usaha tertentu dipungut, disetor, dan 
dilaporkan oleh badan usaha tertentu. Jumlah Pajak Pertambahan Nilai yang 
harus dipungut oleh badan usaha tertentu adalah sebesar 10% (sepuluh persen) 
dikalikan dengan Dasar Pengenaan Pajak. 
Terdapat beberapa pengecualian Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak 
Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah tidak dipungut oleh 
badan usaha tertentu salah satunya dalam hal pembayaran yang jumlahnya 
paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) termasuk jumlah Pajak 
Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas 
Barang Mewah yang terutang dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-
pecah. 
Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak 
Penjualan atas Barang Mewah dilakukan pada saat penyerahan Barang Kena 
Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak, penerimaan pembayaran dalam. 



hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan Barang Kena Pajak 
dan/atau sebelum penyerahan Jasa Kena Pajak, atau penerimaan pembayaran 
termin dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan. 
 

CATATAN : - Dalam hal badan usaha tertentu yang ditunjuk untuk memungut, menyetor, dan 
melaporkan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak 
Penjualan atas Barang Mewah tidak memenuhi ketentuan, badan usaha tertentu 
tersebut dikenai sanksi sesuai peraturan perundang-undangan di bidang 
perpajakan. 

  - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 2015. 
  - Peraturan Menteri ini ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 4 Maret 2015. 
 


